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	Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dalam mengawasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan
didasarkan pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Jo Qanun Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2014. Pasal 178 ayat (1)
UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja
tersendiri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 72 ayat (1) Qanun Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki pengawas ketenagakerjaan.  Instansi terkait yang berwenang mengawasi
ketenagakerjaan pada perusahaan perseorangan warung kopi di Kota Langsa adalah Dinas sosial tenaga kerja dan mobilitas
penduduk Kota Langsa. Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. Selanjutnya Pasal 79 ayat (2) huruf b UU
Ketenagakerjaan menjelaskan waktu kerja pekerja untuk mendapatkan waktu istirahat mingguan yaitu, 1 (satu)  hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pekerja yang bekerja di
perusahaan perseorangan warung kopi Kota Langsa tidak diberikan waktu cuti mingguan dan upah lembur bagi yang bekerja di luar
jam kerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap upah lembur dan waktu cuti mingguan di Kota
Langsa, dan kendala dalam melakukan pengawasan, serta upaya Dinas sosial tenaga kerja dan mobilitas penduduk Kota Langsa
dalam merealisasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan pada perusahaan perseorangan warung kopi di Kota Langsa.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca perundangâ€“undangan, buku, doktrin dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk
mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dan kuisoner tertutup dengan responden dan
informan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa instansi terkait melakukan pengawasan terhadap upah lembur dan waktu cuti mingguan di
beberapa perusahaan Kota Langsa, tetapi pengawasan tidak dilakukan secara maksimal, dan kendala dalam melakukan pengawasan
disebabkan karena minimnya anggaran, kurang personil, serta hanya terfokus pada perusahaan yang menyediakan karyawan relatif
banyak. Upaya instansi terkait dalam merealisasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan yaitu melalui proses penyuluhan
perundang-undangan, melakukan pengawasan, serta dilanjutkan dengan tindakan represif berupa pemberhentian kegiatan usaha
kepada pengusaha yang melanggar kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan  pengawasan.
Disarankan untuk menambah personil agar mudah melaksanakan pengawasan serta menerapkan hukuman tegas berupa
pemberhentian izin usaha apabila terjadi pelanggaran norma kerja dari hasil evaluasi pengawasan pada perusahaan persorangan
warung kopi Kota Langsa.
